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Abstrak : Bentuk pertanggungjawaban perusahaan farmasi atas promosi 
obat, di dalam praktek belum ada pertanggungjawaban langsung dari 
perusahaan farmasi ke konsumen, jika konsumen mengalami kerugian atas 
obat-obat yang dikomsumsinya (berdasarkan resep dokter), maka konsumen 
meminta pertanggungjawaban ke dokter yang meresepkan obat tersebut, 
biasanya dokter akan mengcomplain hal tersebut kepada perusahaan 
farmasi, dan perusahaan farmasi akan meneliti apakah kesalahan tersebut 
dari cara pemberian dosis obat atau salah diagnosa. 
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Kesehatan merupakan keadaan sejahtera pada badan, jiwa, dan 
social yang memungkinkan  setiap orang hidup produktif secara  social  dan 
ekonomis. Tercapainya derajat kesehatan merupakan salah satu tujuan 
sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti yang dimaksud dalam 
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,2 
dalam pencapaian upaya kesehatan diperlukan pelayanan kesehatan dan 
pemeliharaan kesehatan. Pemeliharaan kesehatan merupakan upaya 
penaggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan 
 
1 Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Yapis Papua 
2 Soekidjo Notoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta : Rineka Cipta, 
2010, hlm. 49. 
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pemeriksaan dan  pengobatan. Umumnya masyarakat kurang memahami 
bahwa obat selain menyembuhkan penyakit, juga mempunyai efek yang 
merugikan yaitu : efek samping obat, keracunan, alergi obat dan pengaruh 
pemakaian obat yang dipakai secara bersamaan yang akan menimbulkan 
interaksi obat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang 
perindustrian farmasi telah menghasilkan berbagai jenis obat –obatan 
mendorong adanya persaingan usaha, sehingga perusahaan farmasi 
mempromosikan produk obatnya melalui jasa periklanan.3 Kewajiban industri 
farmasi selaku pelaku usaha di bidang kesehatan harus menjamin mutu 
barang, memberikan informasi yang benar dan beritikad baik dalam 
melakukan kegiatan usahanya.4 Kewajiban memberikan informasi yang benar 
dan jujur mengenai kondisi produk serta memberikan  penjelasan 
penggunaan dan pemeliharaan. Informasi yang diberikan oleh industri 
farmasi dan perusahaan periklanan sangat berpengaruh pada putusan 
konsumen membeli suatu produk. Namun seorang konsumen dapat mengerti 
dan memahami rangkaian informasi yang  diberikan bergantung tingkat 
pendidikan konsumen. Oleh karena itu penduduk Indonesia  memerlukan 
informasi disertai edukasi karena sangat bermanfaat sebelum mengkonsumsi 
suatu produk obat. Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, 
yaitu: 
1. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right of safety) 
2. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed) 
3. Hak untuk memilih (the right to choose) 
4. Hak untuk didengar (the right to he heard) 
Seiring dengan semakin banyaknya perusahaan farmasi di indonesia 
yang menyebabkan terjadinya persaingan dalam mempromosikan obat, 
 
3 Nurani Widjayanti, Obat-Obatan,Yogyakarta : Kanisius, 2002, hlm. 10 
4 Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
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sehingga tidak jarang sebuah perusahaan farmasi dalam bersaing dengan 
farmasi lainnya melakukan cara-cara yang akhirnya dapat merugikan pihak 
ketiga dalam hal ini konsumen obat-obatan (pasien),5 perusahaan farmasi 
tersebut dalam mempromosikan obat melakukan cara kolusi dalam bentuk 
kerja sama dengan dokter dengan cara memberikan komisi atau incentive 
kepada dokter pada setiap penulisan resep obat dari obat hasil 
produksisebuah perusahaan farmasi, hal ini merupakan kesepakatan 
bersama antara perusahaan farmasi dengan dokter karena obat yang berasal 
dari perusahaan farmasi yang punya kepentingan finansial terhadap resep 
yang ditulis dokter. Dengan kata lain, sakitnya pasien dan penulisan resep 
dokter menjadi substansi hubungan kolusi dan marketing bisnis perusahaan 
farmasi.6 
Kemauan atau gagasan untuk berkolusi bukan hanya datang dari 
perusahaan farmasi, ada kalanya atas permintaan dokter. Perusahaan 
farmasi memproduksi obat bermerek (paten) untuk dijual, sedangkan dokter 
punya kewenangan menentukan obat. Pemasaran obat oleh perusahaan 
farmasi dilakukan dengan sistem detailing, perusahaan farmasi melalui 
jaringan distributor melakukan pendekatan tatap muka dengan dokter yang 
berpraktek di rumah sakit atau praktek pribadi. Kegiatan detailing ini 
mempunyai berbagai nuansa, termasuk adanya komukasi untuk 
mendapatkan situasi yang saling menguntungkan antara dokter dan 
perusahaan farmasi dan dalam komunikasi inilah terbuka kemungkinan 
terjadinya kolusi dokter dan perusahaan farmasi. 
Sebaliknya, dokter punya kepentingan terhadap komisi dari 
perusahaan farmasi dan dari sinilah lahir permufakatan kedua belah pihak 
yang disebut kolusi atau conspiracy of silent yang berperan aktif menggalang 
 
5 http://sarjanakesehatan.blogspot.com/2013/05/etika-promosi-
obat.html,08.06.pdf diakses tanggal  01 November 2017 
6 http:/www./henriprihantono diakses tanggal o1 November 2017  
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permufakatan ini adalah para detailor atau Marketing Reprensentative 
mereka secara berkala selalu melakukan kunjungan ke dokter-dokter. Dan 
jumlah tempat praktek, terutama jumlah konsumen berobat menjadi ukuran 
untuk menentukan bentuk, arah permufakatan. Mengakhiri kolusi dokter dan 
perusahaan farmasi dan besaran konpensasi walau tidak semua dokter 
melakukan kolusi dengan perusahaan farmasi, konpensasi kolusi itu tetap 
menggiurkan. Misalnya pemberian uang/barang, mensponsori seminar dan 
fasilitas akomodasi serta acara family gathering sampai ke pembayaran 
angsuran leasing mobil.7 Perusahaan farmasi menghitungnya sebagai biaya 
promosi yang dimasukkan kedalam biaya produksi. Sehingga biaya produksi 
menjadi tinggi dan harga obat menjadi mahal. Mahalnya harga obat 
sepenuhnya menjadi tanggungan konsumen.  
Sistem promosi obat yang dilakukan perusahaan farmasi 
bertentangan dengan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 
tentang perlindungan konsumen bahwa “ pelaku usaha dilarang menawarkan 
mempromosikan atau mengiklankan obat tradisional, suplemen makanan, 
alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan 
pemberian hadiah barang/atau jasa lain ”.8 Berdasarkan uraian di atas, 
penulis merasa perlu dilakukan penelitian mengenai Tanggung Jawab 
Perusahaan Farmasi Atas Kerugian Yang  Dialami Oleh Konsumen Obat-
Obatan Terhadap Promosi Obat Di Kota Jayapura, yang tujuannya untuk 








8 Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
Pasal 13 
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PEMBAHASAN DAN ANALISA  
Tanggung Jawab Pelaku Usaha 
Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam 
hukum perlindungan konsumen. Pada kasus-kasus pelanggaran konsumen, 
diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung 
jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-
pihak terkait. Pasal 19 UUPK mengatur mengenai tanggung jawab pelaku 
usaha yang berisi:  
(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 
pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang 
dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 
(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat berupa 
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis 
atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian 
santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  
(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari 
setelah tanggal transaksi.  
(4) pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan 
pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.  
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku 
apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut 
merupakan kesalahan konsumen.  
Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) UUPK dapat diketahui 
bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi: 
-  tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;  
-  tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan  
-  tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.  
Tanggung Jawab Perusahaan Farmasi.....  Liani Sari 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 8 NOMOR 2, JULI 2018 84 
Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat 
bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggung jawaban pelaku usaha. 
Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian 
yang dialami konsumen. 
 Memperhatikan subtansi ketentuan Pasal 19 ayat (2) tersebut 
sesungguhnya memiliki kelemahan yang sifatnya merugikan konsumen, 
terutama dalam hal konsumen menderita suatu penyakit. melalui pasal 
tersebut konsumen hanya mendapat salah satu bentuk penggantian kerugian 
yaitu kerugian atas harga barang atau hanya perawatan kesehatan, padahal 
konsumen telah menderita kerugian bukan hanya kerugian atas harga barang 
tetapi juga kerugian yang timbul dari biaya perawatan kesehatan, untuk itu 
seharusnya pasal 19 ayat (2) menentukan bahwa pemberian ganti kerugian 
dapat berupa pengembalian uang dan/atau penggantian barang atau jasa 
yang setara nilainya dan barang dan/ atau perawatan kesehatan dan/atau 
pemberian santunan dapat diberikan sekaligus kepada konsumen. Ini berarti, 
rumusan antara kata ‘setara nilainya” dengan “perawatan kesehatan” di 
dalam pasal 19 ayat (2) yang ada sekarang tidak lagi menggunakan kata 
“atau” melainkan “dan/atau”. Melalui perubahan seperti ini, kalau kerugian itu 
menyebabkan sakitnya konsumen, maka selain mendapat penggantian harga 
barang juga mendapat perawatan kesehatan.  
Kelemahan yang juga sulit diterima karena sangat merugikan 
konsumen yaitu ketentuan pasal 19 ayat (3) yang menentukan bahwa 
pemberian ganti kerugian dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah 17 
transaksi. Apabila ketentuan ini dipertahankan, maka konsumen yang 
mengonsumsi barang di hari kedelapan setelah transaksi tidak akan 
mendapatkan penggantian kerugian dari pelaku usaha, walaupun secara 
nyata konsumen yang bersangkutan telah menderita kerugian. Oleh karena 
itu, agar UUPK ini dapat memberikan pelindungan yang maksimal tanpa 
mengabaikan kepentingan pelaku usaha, maka seharusnya pasal 19 ayat (3) 
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menentukan bahwa tenggang waktu pemberian ganti kerugian kepada 
konsumen adalah 7 (tujuh) hari setelah terjadinya kerugian, dan bukan 7 






Berdasarkan Pasal 1 (2) Peraturan Pemerintah Nomor Hk.00.05.02706 
tahun 2002 tentang Promosi Obat : “Promosi obat adalah semua kegiatan 
pemberian informasi dan himbauan mengenai obat jadi yang memiliki izin 
edar yang dilakukan oleh industri farmasi dan pedagang besar farmasi, 
dengan tujuan meningkatkan peresepan, distribusi, penjualan dan atau 
penggunaan obat”. Sedangkan Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang–
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ( UUPK ) 
yaitu : “Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi 
suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap 
barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan, sebagai 
variabel keempat dari kegiatan pemasaran adalah promosi.   
Promosi mempunyai peranan yang sama pentingnya dengan variabel 
lain. Bahkan ke luar, inilah yang tampak menonjol karena mempengaruhi 
hasil akhir dari keseluruhan kegiatan perusahaan, yaitu laba. tidak heran jika 
masyarakat dapat melihat dan menemukan media promosi yang serba 
ekslusif, misalnya billboard yang besar, menarik, dan mewah: iklan di media 
massa yang sangat gencar dengan memakai model-model top, cantik, dan 
terkenal; brosur-brosur dengan desain menarik, dan sebagainya”.9 
 
Obat 
1. Pengertian Obat 
 
9 Ibid , hlm. 240-241. 
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Obat adalah suatu zat yang digunakan untuk diagnosis10 
pengobatan, melunakkan, menyembuhkan atau mencegah penyakit pada 
manusia atau pada hewan. Pengertian lain dari obat adalah semua bahan 
tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk untuk bagian 
dalam maupun bagian luar, guna mencegah, meringankan, maupun 
menyembuhkan penyakit.11  
Berdasarkan pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 
tentang Farmasi menentukan bahwa: “Obat adalah obat yang dibuat dari 
bahan-bahan yang berasal dari binatang, tumbuh-tumbuhan, mineral dan 
obat sintetis”. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2009, tentang Kesehatan menentukan bahwa: Obat adalah bahan 
atau paduan bahan, termasuk produk yang digunakan untuk 
mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi 
dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, 
pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.  
Obat-obat modern yang ada saat ini diibaratkan sebuah pisau bedah 
yang apabila digunakan oleh ahli bedah akan dapat menghilangkan bagian 
tubuh yang sakit, tetapi bila digunakan oleh yang bukan ahli akan 
membunuh si sakit. Sama halnya dengan obat, apabila digunakan tidak 
sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh ahlinya (Apoteker/ 
Dokter) justru akan dapat membunuh pemakainya. Oleh karena itu, dalam 
menggunakan obat perlu diketahui efek obat tersebut, penyakit apa yang 
diderita, berapa dosisnya serta kapan dan dimana obat itu digunakan. 
Meskipun obat dapat menyembuhkan tapi banyak kejadikan yang 
mengakibatkan seseorang menderita akibat keracunan obat, sehingga 
 
10 Diagnosis” adalah penentuan jenis penyakit yang diderita pasien, sumber 
Rahayu Widodo, 2006, Panduan Keluarga Memilih dan Mengunakan Obat, Kreasi wacana, 
Yogjakarta, hlm. 147 
11 H.A. Syamsuni, 2006, Ilmu Resep, EGC, Jakarta, hlm.14 
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dapat dikatakan bahwa obat itu dapat bersifat sebagai obat dan dapat juga 
bersifat sebagai racun.12 
2. Penggolongan Obat 
Ada beberapa jenis tanda yang terdapat dalam kemasan obat. 
Penandaan itu menunjukan golongan obat. Yang terkait dengan berbagai 
ketentuan yang mengaturnya. Sesuai Permenkes No. 
917/MENKES/PER/1993 tentang Wajib Daftar Obat jadi bahwa yang 
dimaksud dengan golongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan 
untuk peningkatan keamanan dan ketetapan penggunaan serta 
pengamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas, obat bebas terbatas, 
obat wajib apotik, obat keras, psikotropika dan narkotika. Golongan-
golongan tersebut adalah:13  
1) Obat bebas (OB) 
Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli 
tanpa resep dokter. Pada kemasan ditandai dengan lingkaran hitam, 
mengelilingi bulatan berwarna hijau. 
Isi dalam kemasan obat disertakan brosur yang berisi nama obat, 
nama dan isi zat berkhasiat, indikasi, dosis dan aturan pakai, nomor 
batch, nomor registrasi, nama dan alamat pabrik, serta cara 
penyimpanannya. Contoh obat bebas: Paracetamol, Mylanta, Oralit, 
Curcuma plus, dan lain-lain. 
2) Obat Bebas Terbatas (OBT)  
Obat Bebas Terbatas adalah obat yang digunakan untuk mengobati 
penyakit ringan yang dapat dikenali oleh penderita sendiri dan obat 
golongan ini hanya dapat dibeli di Apotek dan toko obat berizin. Obat 
bebas terbatas termasuk obat keras di mana pada setiap takaran yang 
 
12Moh.Anief, op.cit., hlm. 3  
13 Lihat Permenkes No. 917/MENKES/PER/X/1993 tentang Wajib Daftar Obat 
Jadi  
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digunakan diberi batas dan pada kemasan ditandai dengan lingkaran 
hitam mengelilingi bulatan berwarna biru.  
Berdasarkan surat keputusan menteri kesehatan No. 
6355/Dirjen/SK/69 tanggal 5 November 1975 ada tanda peringatan P. 
No.1 sampai P. No.6 dan harus ditandai dengan etiket atau brosur 
yang menyebutkan nama obat yang bersangkutan, daftar bahan 
berkhasiat serta jumlah yang digunakan, nomor batch, tanggal 
kadaluarsa, nomor registrasi, naama dan alamat produsen, petunjuk 
penggunaan, indikasi, cara pemakaian, peringatan serta 
kontraindikasi. Obat bebas terbatas adalah obat yang dalam 
penggunaannya cukup aman tetapi apabila berlebihan dapat 
mengakibatkan efek samping yang kurang menyenangkan. Contoh 
obat bebas terbatas antara lain Promag, Dulcolax, Methicol dan lain-
lain. 
3) Obat Keras 
Obat keras adalah obat yang berkhasiat keras dan hanya bisa 
diperoleh dengan resep dokter, di mana pada bungkus luarnya diberi 
tanda bulatan dengan lingkaran hitam dengan dasar merah yang 
didalamnya terdapat huruf “K” yang menyentuh lingkaran hitam 
tersebut.  
Obat-obat keras yaitu obat-obatan yang digunakan untuk keperluan 
teknik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, 
membaguskan, mendesinfeksikan dan lain-lain tubuh manusia, baik 
dalam bungkusan maupun tidak, yang ditetapkan oleh secretaris Van 
Staat, Hoofd Van het Departement Van Gesondheid.14 Termasuk juga 
semua obat yang dibungkus sedemikian rupa yang digunakan secara 
parentasi baik dengan cara suntikan maupun dengan cara pemakaian 
 
14 Lihat Pasal 1 huruf (a) UU Obat Keras (St. No. 419) Tahun 1949. 
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lain dengan jalan merobek jaringan. Contoh obat keras yaitu semua 
golongan antibiotik (contoh Amoxilin) Captopril, Erithromycin dan lain-
lain dan semua sediaan dalam bentuk injeksi. 
4) Obat Psikotropika 
Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan 
narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada 
susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada 
aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika termasuk dalam golongan 
obat keras, sehingga dalam kemasannya memiliki tanda yang sama 
dengan obat keras. Obat ini hanya dapat dibeli di apotek dengan resep 
dokter. Pembeli harus melengkapi alamat ketika membeli obat jenis ini 
(biasanya ketika menebus resep akan ditanya oleh pegawai apotek). 
Contoh obat psikotropika yaitu Diazepam, Alprazolam, Phenobarbital. 
5) Obat Narkotika/ Obat Golongan O (O = Opium) 
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 
tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi 
sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 
ketergantungan. Tanda obat narkotika palang berwarna merah dengan 
latar belakang putih di dalam lingkaran berwarna merah. 
( Gambar 4. Penandaan Obat Narkotika ) 
Peredaran obat narkotika ini sangat ketat dan diawasi oleh Pengawas 
Obat, hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Pembeli juga 
harus melengkapi alamat ketika membeli obat jenis ini (biasanya ketika 
menebus resep akan ditanya oleh pegawai apotek). Contoh obat 
narkotika yaitu morfin dan petidin. 
6) Obat Paten 
Obat paten ( = obat nama dagang) atau specialite adalah obat milik 
paten tersebut selalu ada tanda bulatan dengan huruf R di dalamnya, 
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yang berarti Registered atau terdaftar. Di luar negeri merek terdaftar 
tersebut disebut juga “brandname”. Untukmendapatkan nama paten 
perusahaan harus mendaftarkannya di kantor Milik Perindustrian 
Jakarta dan obat yang telah terdaftar mendapat perlindungan hukum 
terhadap pemalsuan atau peniruan untuk jangka waktu tertentu (10 
tahun), untuk selanjutnya dapat diperpanjang lagi.Obat dengan nama 
generik digunakan di semua negara oleh setiap pabrik farmasi tanpa 
melanggar hak paten yang berlaku untuk obat yang bersangkutan. 
Obat generik maupun obat nama dagang harus didaftarkan di 
Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Jakarta, baru 
obat tersebut boleh beredar/dijualbelikan. Jadi bila membeli obat 
secara kebetulan pada kemasan yang asli tidak tercantum Nomor 
Pendaftaran (No. Reg), sebaiknya obat tersebut jangan dibeli 
meskipun diperlukan, sebab obat yang demikian ini belum mendapat 
persetujuan dari Direktorat Jenderal POM di Jakarta sehingga 
keamanannya belum dijamin. 
 
Tanggung Jawab Perusahaan Farmasi Atas Kerugian Yang Dialami 
Konsumen Obat-Obatan Terhadap Promosi Obat Di Kota Jayapura 
 
Kemajuan teknologi telah membawa perubahaan-perubahan yang cepat 
ada berbagai sektor kehidupan, khususnya dalam sektor kesehatan. Dalam 
waktu singkat berbagai produk kesehatan dapat menyebar ke berbagai 
negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau 
seluruh strata masyarakat, Sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang 
Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan  bahwa “pemerintah bertanggung 
jawab merencanakan, mengatur, penyelenggaraan, membina dan 
mengawasi menyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau 
oleh masyarakat”.  
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Guna mewujudkan upaya promosi obat yang beretika dengan tujuan 
mengingatkan kembali pelaksanaan etika profesi kedokteran dan etika para 
pengusaha farmasi dalam rangka ketersediaan dan keterjangkauan sediaan 
obat yang merupakan salah satu komponen penting untuk meningkatkan 
derajat kesehatan masyarakat. Pengurus Pusat Gabungan Perusahaan 
Farmasi Indonesia bersama-sama dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter 
Indonesia dan disaksikan oleh Pemerintah dengan ini meneguhkan kembali 
tentang: 
1. Kesepakatan bersama etika promosi obat sebagai berikut:15 
a. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia 
mewajibkan seluruh elemen Pelaku Usaha Farmasi Indonesia yang 
tergabung dalam Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia dan 
kalangan profesi kedokteran yang tergabung dalam Ikatan Dokter 
Indonesia (termasuk organisasi seminat/spesialis dan organisasi lain di 
lingkungan IDI) untuk menerapkan secara konsekuen pelaksanaan 
Etika Promosi Obat dengan penuh tanggung jawab. Poin-poin etika 
promosi obat dan kesepahaman yang dimaksud adalah:  
1) Seorang dokter dalam melakukan pekerjaan kedokterannya tidak 
boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya 
kebebasan dan kemandirian profesi. Kaitannya dengan promosi 
obat adalah dokter dilarang menjuruskan pasien untuk membeli 
obat tertentu karena dokter yang bersangkutan telah menerima 
komisi dari perusahaan farmasi tertentu. 
2) Dukungan apapun yang diberikan perusahaan farmasi kepada 
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dikaitkan dengan kewajiban untuk mempromosikan atau 
meresepkan suatu produk. 
3) Perusahaan farmasi boleh memberikan sponsor kepada seorang 
dokter secara individual dalam rangka pendidikan kedokteran 
berkelanjutan, yaitu hanya untuk biaya registrasi, akomodasi dan 
transportasi dari dan ke tempat acara pendidikan kedokteran 
berkelanjutan 
4) Perusahaan farmasi dilarang memberikan honorarium dan atau 
uang saku kepada seorang dokter untuk mengahdiri Pendidikan 
kedokteran berkelanjutan, kecuali dokter tersebut berkedudukan 
sebagai pembicara atau menjadi moderator. 
5) Dalam hal pemberian donasi kepada profesi kedokteran, 
perusahaan farmasi tidak boleh menawarkan hadiah/penghargaan, 
insentif, donasi, finansial dalam bentuk lain sejenis, yang dikaitkan 
dengan penulisan resep atau anjuran penggunaan obat/produk 
perusahaan tertentu. 
6) Pemberian donasi dan atau hadiah dari perusahaan farmasi hanya 
diperbolehkan untuk organisasi profesi kedokteran dan tidak 
diberikan kepada dokter secara individual. 
7) Ikatan Dokter Indonesia (termasuk organisasi seminat/spesialis dan 
organisasi lain di lingkungan IDI) harus menyusun dan 
memverifikasi berbagai kegiatan resmi organisasi, khususnya yang 
berkaitan dengan sponsorship atau pendanaan dari anggota 
Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia serta melakukan 
koordinasi dengan Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia untuk 
tindak lanjutnya. 
b.Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia 
meminta kepada para anggota, Pemerintah dan Masyarakat untuk 
mengawasi dan memberikan informasi kepada Gabungan Perusahaan 
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Farmasi Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia dari setiap 
penyimpangan dan pelanggaran atas kesepakatan bersama ini. Untuk 
tindak lanjut terhadap informasi yang masuk, Gabungan Perusahaan 
Farmasi Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia sepakat membentuk 
tim khusus. 
c. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia 
meminta kepada Departemen Kesehatan RI dan Konsil Kedokteran 
Indonesia untuk mengambil bagian dalam pembinaan dan pengawasan 
kepada para pelaku usaha farmasi maupun anggota Ikatan Dokter 
Indonesia yang mengabaikan kesepakatan ini. 
d. Untuk menghindari konsekuensi hukum yang dapat terjadi terkait 
dengan promosi obat yang tidak etis, Gabungan Perusahaan Farmasi 
Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia mewajibkan seluruh anggotanya 
asing-masing mempelajari, menghayati dan melaksanakan secara 
onsisten Kode Etik Pemasaran Usaha Farmasi Indonesia, Kode Etik 
edokteran, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Pedoman 
Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran. 
 Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor HK.00.05.3.02706 Tahun 2002 tentang Promosi Obat 
Pasal 1 ayat (2), pengertian promosi obat: “mengenai obat jadi yang 
memiliki izin edar yang dilakukanoleh Industri Farmasi dan Pedagang 
Besar Farmasi, dengan tujuan meningkatkan peresepan, distribusi, 
penjualan dan atau penggunaan obat.” 
Untuk tujuan inilah, maka di dalam berbagai peraturan perundang-
undangan ibebankan sejumlah hak dan kewajiban serta hal -hal yang 
menjadi tanggung jawab produsen, sedangkan kewajiban produsen 
(pelaku usaha) berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah: 
a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
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b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur megenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 
perbaikan, dan pemiliharaan; 
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif;  
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 
jasa yang berlaku; 
e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 
dan/atau garansi atas barang yang di buat dan/atau yang 
diperdagangkan; 
f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian 
akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau 
jasa yang diperdagangkan; 
g. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila 
barang dan/atau jasa yang terima atau dimanfaatkan tidak sesuai 
dengan perjanjian. 
Dengan demikian, pokok-pokok kewajiban produsen/pelaku usaha 
adalah: beriktikad baik dalam menjalankan usahanya, memberikan 
informasi, memperlakukan konsumen dengan cara yang sama, menjamin 
produknya, memberi kesempatan bagi konsumen untuk menguji, dan 
memberi kompensasi. Sebagai kewajiban hukum, maka produsen harus 
memenuhinya dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Jika 
produsen bersalah tidak memenuhi kewajibannya itu, menjadi alasan 
baginya untuk dituntut secara hukum untuk mengganti segala kerugian 
yang timbul sehubungan dengan tidak dipenuhinya kewajiban itu. Artinya, 
produsen harus bertanggung jawab secara hukum atas kesalahan atau 
kelalaiannya dalam menjalankan kewajibannya itu: 
Tanggung Jawab Perusahaan Farmasi.....  Liani Sari 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 8 NOMOR 2, JULI 2018 95 
Terkait tentang pertanggungjawaban produsen, di dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
ditegaskan hal-hal yang terlarang untuk dilakukan produsen sebagai 
pelaku usaha sebagai berikut: 
a. Larangan Sehubungan dengan Berproduksi dan Memperdagangkan 
Barang  dan Jasa  
Sehubungan dengan memproduksi dan memperdagangkan barang 
dan jasa, di dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
menetapkan sejumlah larangan kepada pelaku usaha, di antaranya :  
- Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa 
yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan 
berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan 
sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang 
tersebut, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan 
jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, tidak 
sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran 
sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan 
barang dan/atau jasa tersebut , tidak mencantumkan tanggal 
kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang 
paling baik atas barang tertentu , tidak mengikuti ketentuan 
berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang 
dicantumkan dalam label, tidak memasang label atau membuat 
penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/ isi 
bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, 
akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta 
keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus 
dipasang/dibuat, tidak mencantumkan informasi dan atau 
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petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
- Memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan 
tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar 
atas barang dimaksud. 
- Memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, 
cacat atau bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan 
informasi secara lengkap dan benar. 
Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tersebut dilarang 
barangdan/atau jasa tersebut wajib ditarik dari peredaran.  
b. Larangan Sehubungan dengan Pemasarkan 
Sehubungan dengan memasarkan barang dan jasa, Pasal 9 sampai 
Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan 
larangan bagi pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan 
atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, 
dan/atau barang tersebut seolah-olah:  
- Memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, 
standar mutu tertentu.  
- Dalam keadaaan baik dan/atau baru. 
- Tidak mengandung cacat tersembunyi. 
- Merendahkan barang dan/atau jasa lain. - 
- Berasal dari daerah tertentu. 
Selain hal tersebut di atas pelaku usaha juga dilarang dalam 
menawarkan,mempromosikan,atau mengiklankan suatu barang 
dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa 
barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak 
memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang 
dijanjikannya. 
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Berdasarkan hasil penelitian peneliti, bentuk pertanggungjawaban 
perusahaan farmasi atas promosi obat, di dalam praktek belum ada 
pertanggungjawaban langsung dari perusahaan farmasi ke konsumen, 
jika konsumen mengalami kerugian atas obat-obat yang dikomsumsinya 
(berdasarkan resep dokter), maka konsumen meminta 
pertanggungjawaban ke dokter yang meresepkan obat tersebut, biasanya 
dokter akan mengcomplain hal tersebut kepada perusahaan farmasi, dan 
perusahaan farmasi akan meneliti apakah kesalahan tersebut dari cara 
pemberian dosis obat atau salah diagnosa. Dari hasil penelitian belum 
pernah ada laporan konsumen/ pasien terkait dengan promosi obat-
obatan oleh Perusahaan Farmasi. Padahal tindakan penjualan obat 
bermerek/paten akibat sistem promosi sering terjadi sehingga tidak 
menutup kemungkinan akan ada konsumen yang mengalami kerugian 
dari hal tersebut, mengingat semakin meningkatnya konsumsi obat 
dikalangan masyarakat Oleh karena itu. Marketing reprenstative 
menyarankan kepada tiap dokter untuk melaksanakan fungsinya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Apabila terdapat 
konsumen yang dirugikan maka, perusahaan farmasi akan bertanggung 




Bentuk pertanggungjawaban perusahaan farmasi atas promosi obat, di 
dalam praktek belum ada pertanggungjawaban langsung dari perusahaan 
farmasi ke konsumen, jika konsumen mengalami kerugian atas obat-obat 
yang dikomsumsinya (berdasarkan resep dokter), maka konsumen meminta 
pertanggungjawaban ke dokter yang meresepkan obat tersebut, biasanya 
dokter akan mengcomplain hal tersebut kepada perusahaan farmasi, dan 
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perusahaan farmasi akan meneliti apakah kesalahan tersebut dari cara 
pemberian dosis obat atau salah diagnosa. 
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